NOMOR 14

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK
TAHUN 2011

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2003

TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,

. bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07

Tahun 2003 tentang lzin Usaha Jasa Konstruksi, setiap orang
peseorangan atau badan usaha yang mengajukan permohonan izin

dikenakan retribusi;

. bahwa pengenaan retribusi sebagaimana dimasud dalam huruf a,

didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;

. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti
Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam huruf b, pengenaan

retribusi untuk Izin Usaha Jasa Konstruksi tidak diperkenankan lagi;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b dan huruf c, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2003 tentang Izin

Usaha Jasa Konstruksi;

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3699);



3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3817);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat Il Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat Il
Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



11.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5043);

12.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran
Masyarakat Jasa Konsruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3955);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3956);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3957);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4532);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);



Menetapkan

19.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran
Masyarakat Jasa Konstruksi;

21.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

22.Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang
Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;

23.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

24.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2003 tentang lzin
Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003
Nomor 07);

25.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah
Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);

26.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2010 (Lembaran Daerah
Kota Depok Tahun 2010 Nomor 06);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK
dan
WALIKOTA DEPOK
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2003 TENTANG IZIN USAHA
JASA KONSTRUKSI.



Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan daerah Nomor 07 Tahun 2003

tentang lIzin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Depok
Tahun 2003 Nomor 07) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 angka 14 diubah, dan diantara angka 14 dan

angka 15 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 14a sehingga

ketentuan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.

2
3.
4

10.

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.

Kota adalah Kota Depok.

Walikota adalah Walikota Depok.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah DPRD Kota Depok.

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan
pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan
konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan
kontruksi.

Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa
konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa
pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa
konsultansi pengawasan pekerjaan.

Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional untuk selanjutnya
disebut Badan Usaha adalah Badan Usaha yang bergerak di
bidang konstruksi.

Domisili adalah tempat pendirian dan kedudukan Badan Usaha.
Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat 1UJK
adalah izin untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi
yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota dan/atau Pejabat yang
ditunjuk.

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian
rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta
pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil,
mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan, masing-masing
beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan

atau bentuk fisik lain.



11.

12.

13.

14.

14a.

15.

16.

17.

Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan
sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan atau pemilik
proyek yang memerlukan layanan jasa kontruksi.

Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan yang
kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
Perencana  Konstruksi adalah  penyedia jasa orang
perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan
profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu
mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan
bangunan atau bentuk fisik lain.

Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa pribadi atau badan
usaha yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang
pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan
pekerjaan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai
selesai dan diserahterimakan.

Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa pribadi atau badan
usaha yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang
pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan
pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan
konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan

Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan
penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang
dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi
keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang
jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan
tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan
penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat
atau kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau
penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang
perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat atau
kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi atau keahlian.
Lembaga adalah lembaga sebagaimana dimaksud oleh
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa

Konstruksi.



18.

19.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri
Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota yang diberi
wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan
penyidikan  terhadap  pelanggaran Peraturan Daerah
Kota Depok yang memuat ketentuan pidana.

Penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah adalah
serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai
Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah yang

terjadi serta menemukan tersangkanya.

Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga ketentuan Pasal 9 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 9
rancang bangun (design and built);
perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi
(engineering, procurement, and construction);
penyelenggaraan pekerjaan  terima  jadi (turn key
project);dan/atau
penyelenggaraan pekerjaan berbasis kinerja (performance
based).

Ketentuan Pasal 11 ayat (4) diubah sehingga ketentuan Pasal 11

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

3)

Pasal 11
Bentuk usaha dalam kegiatan jasa konstruksi meliputi usaha
orang perseorangan dan badan usaha Nasional.
Badan Usaha Nasional dapat berbentuk badan hukum maupun
bukan badan hukum.
Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, selaku
pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan
konstruksi yang berisiko kecil, yang berteknologi sederhana,
dan yang berbiaya kecil.



(4) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selaku perencana
konstruksi, pelaksana konstruksi, dan/atau pengawas konstruksi
hanya dapat melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan
bidang keahliannya.

(5) Pekerjaan konstruksi yang berisiko besar dan/atau yang
berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar hanya dapat
dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk Perseroan

Terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.

Ketentuan Pasal 13 huruf a dan huruf b diubah, sehingga ketentuan
Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 13

Klasifikasi usaha jasa kontruksi terdiri dari :

a. Kklasifikasi usaha bersifat umum, diberlakukan kepada badan
usaha yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan satu
atau lebih bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6;

b. klasifikasi usaha bersifat spesialis diberlakukan kepada orang
pribadi dan/atau badan usaha yang mempunyai kemampuan
hanya melaksanakan satu sub bidang atau satu bagian sub
bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan
Pasal 6; dan

c. klasifikasi usaha orang-perseorangan yang berketerampilan kerja
tertentu diberlakukan kepada orang perseorangan yang
mempunyai  kemampuan hanya  melaksanakan  suatu

keterampilan kerja tertentu.

Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga ketentuan Pasal 16 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 16
Untuk memperoleh IUJK sebagaimana dimaksud pada Pasal 15
ayat (1), orang perseorangan atau badan usaha harus mengajukan
permohonan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang
ditunjuk dengan melengkapi persyaratan sebagaimana diatur lebih

lanjut dalam Peraturan Walikota.



6. BAB IX dihapus
Pasal 21 dihapus
8. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu

Pasal 30A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30A
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan
Daerah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha
Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003
Nomor 08 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal Il
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 23 September 2011

WALIKOTA DEPOK,

ttd.

H. NUR MAHMUDI ISMA’IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 23 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK

ttd.

ETY SURYAHATI, SE, MSi

NIP. 19631217 198903 2 006
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